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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 69 TAHUN 2015 

TENTANG 

IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN 

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU 
YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor 
dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan 
Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang 
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; 

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5069); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN 
PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN 

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT 
ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI. 

Pasal 1  

Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut Pajak 
Pertambahan Nilai meliputi: 

a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di 
udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diimpor oleh 
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, dan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh 

Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut; 

b. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal 
angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal 
tunda, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan 

pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan 
oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan 
Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, 

dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 

c. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan 
penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk 
perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh 
Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, 
serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara 

yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan 

Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa 
perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan 
Udara Niaga Nasional; dan 
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d. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan 

pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan 
digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian Umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh 
pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara 

Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan 
kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan 
pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan 

oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum 
dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian 
Umum. 

Pasal 2 

Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak 
Pertambahan Nilai meliputi: 

a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di 
udara, dan kereta api, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada 

Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

b. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal 
angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal 
tunda, kapal tongkang, dan suku cadangnya serta alat keselamatan 
pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan 
digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan 

Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa 
Kepelabuhan Nasional dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan 
Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan 

usahanya; 

c. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan 
penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk 

perbaikan dan pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan 
oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadangnya 
serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara 
yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan 
Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa 
perawatan dan reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan 

Udara Niaga Nasional; dan 

d. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan 
pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan 
oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum 
dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian 
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